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Abstrak
 

Latar belakang dari penggunaan konsep nominee di Indonesia adalah untuk menfasilitasi pembatasan-

pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah dalam bentuk larangan kepada pihak asing memiliki saham-

saham perusahaan Indonesia dengan bidang usaha tertentu dan larangan kepada Warga Negara Asing untuk

memiliki tanah di Indonesia dengan status hak milik. Larangan tersebut secara tegas dinyatakan dalam

peraturan perundangan-undangan. Namun demikian, konsep nominee banyak dijumpai dalam transaksi

kepemilikan saham perusahaan Indonesia oleh pihak asing, kepemilikan tanah dengan status hak milik di

Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengelolaan perusahaan oleh Direktur Nominee. Dengan

menggunakan konsep nominee dalam transaksi tersebut, terdapat 2 pihak yang terlibat yaitu pihak nominee

dan pihak yang menunjuk seseorang untuk bertindak atas namanya sebagai nominee (beneficiary). Hal yang

menjadi dasar hukum dari penggunaan konsep nominee adalah sistem terbuka yang terdapat dalam buku III

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu terdapatnya asas kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda

dan itikad baik yang melahirkan nominee agreement yang dibuat oleh dan antara pihak nominee dan

beneficiary. Dengan terdapatnya larangan tersebut dan tetap dijumpai penggunaan konsep nominee dengan

tujuan untuk menghindari pembatasan yang dilakukan pemerintah maka pengadilan dalam putusannya

menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak menjadi batal demi hukum, sedangkan dalam

pengelolaan perusahaan oleh Direktur Nominee tetap terikat dengan

 

<i>Nominee arrangement generally used in Indonesia to facilitate the limitations implied by government in

prohibiting foreigners to hold shares of Indonesian companies that are listed in the negative list investment

and/or to own land having freehold title in Indonesia. The prevailing laws and regulations explicitly prohibit

such foreigner?s ownership. Despite, nominee arrangement can be found in some transactions such as the

ownership of shares of Indonesian companies by foreigners, the ownership of land with freehold title in

Indonesia by foreigners and the management of company by nominee director. There are 2 parties involved

in nominee arrangement, nominee and beneficiary, who is the party who appoints such nominee to act for

and on behalf of himself/herself. The legal basis for applying nominee arrangement is the open system

(sistem terbuka) of the Indonesian civil code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), that are freewill to

enter into contract (asas kebebasan berkontrak), pacta sunt servanda and good faith. Those principles are the

main basis for nominee agreement. However, the court in its verdict determines the transaction applying

nominee arrangement is null and void (batal demi hukum), furthermore the director including nominee

directors shall be bound by articles of association of the Company.</i>
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